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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab RUPBASAN Cilacap 

belum dapat melaksanakan kedudukan dan fungsinya sesuai pasal 44 KUHAP 

antara lain adanya wewenang yang mirip dari instansi kepolisian atau kejaksaan, 

instansi penitip menyimpan benda sitaannya di gudang sendiri dan tidak ada 

pemberitahuan ke pihak RUPBASAN Cilacap sehingga memengaruhi buku 

register, fasilitas gudang yang kurang memadai serta kurangnya sarana prasarana 

seperti forklip, kurangnya sumber daya manusia atau pegawai dalam 

melaksanakan pengelolaan benda sitaan, kurangnya informasi yang diterima 

oleh RUPBASAN Cilacap dalam perkembangan perkaranya. Penyebab tersebut 

memengaruhi fungsi, tugas, dan kedudukan RUPBASAN Cilacap sehingga 

kurang efektif dalam melaksanakannya terutama ketika berhubungan dengan 

instansi penitip. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan beberapa faktor penyebab 

belum terlaksananya RUPBASAN Cilacap dalam melaksanakan Pasal 44 

KUHAP. Saran penulis untuk menghadapi permasalahan yang ada antara lain: 
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1. Hadirnya RUPBASAN Cilacap seharusnya bukan menjadi pilihan terakhir 

oleh instansi yang hendak menitipkan benda sitaannya melainkan secara aktif 

melibatkan dalam proses peradilan pidana untuk menjamin perlindungan 

HAM terdapat benda pelaku maupun korban. Peran RUPBASAN Cilacap 

yang dapat dikatakan pasif karena hanya dapat menerima dari pihak luar 

dapat menyebabkan adanya penyimpangan terhadap benda sitaan sehingga 

dibutuhkan pengawasan terhadap benda sitaan yang berada diluar kendali 

RUPBASAN Cilacap. 

2. Adanya kepatuhan terhadap instansi yang bertanggungjawab secara yuridis 

terhadap benda sitaan agar menyerahkan benda sitaan ke RUPBASAN sesuai 

dengan urutan proses peradilan pidana; 

3. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang dimiliki 

suatu RUPBASAN diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM lebih 

peka dalam memberikan kebutuhan internal suatu RUPBASAN sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan maksimal; 

4. Koordinasi antara RUPBASAN dengan pihak instansi yang menitipkan 

benda sitaannya untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal perkembangan 

perkara sehingga pihak RUPBASAN tidak terhambat dalam pencatatan di 

buku register. 
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